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WALI KOTA SURAKARTA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA 

NOMOR  400.1 /242  TAHUN 2026 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2026-2029 

 

WALI KOTA SURAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan 

pada usia dini sebagai fondasi bagi tumbuh kembang, 

pembentukan karakter, dan kesiapan memasuki 

jenjang pendidikan berikutnya, sehingga Pemerintah 

Daerah wajib menjamin pemerataan serta peningkatan 

angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini secara 

berkeadilan di seluruh wilayah Kota Surakarta; 

b. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan bagian dari pelayanan dasar bidang 

pendidikan yang menjadi urusan pemerintahan wajib 

dan kewenangan Pemerintah Kota, yang capaiannya 

diukur melalui Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 

sehingga menuntut perencanaan yang tepat sasaran, 

terukur, dan berbasis data; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana 

Aksi Daerah Strategi Peningkatan Partisipasi 

Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta Tahun 

2026-2029; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan… 



- 2 - 

 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 

3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 146); 

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kota Surakarta Tahun 20117 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 

75); 

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 

2025 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 

166); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

KESATU 

 

 

 

 

KEDUA 

 

 

: 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

Rencana Aksi Daerah Strategi Peningkatan Partisipasi 

Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta Tahun 2026-

2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali 

Kota ini. 

Rencana Aksi Daerah Strategi Peningkatan Partisipasi 

Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta Tahun 2026-

2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

menjadi… 
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KETIGA 

 

 

 

 

 

 

KEEMPAT 

 

 

 

 

 

KELIMA 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Perangkat 

Daerah terkait dalam perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan evaluasi program. 

Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan laporan 

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi 

Daerah Strategi Peningkatan Partisipasi Pendidikan Anak 

Usia Dini di Kota Surakarta Tahun 2026-2029 kepada Wali 

Kota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila 

diperlukan. 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Surakarta; dan/atau  

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal    28 Juli 2026          

        

WALI KOTA SURAKARTA, 

ttd 

 

RESPATI ACHMAD ARDIANTO 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA, 

 
 

 
YENI APRILIAWATI 
 



- 1 - 

 

 LAMPIRAN 

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA 

NOMOR 400.1 /242  TAHUN 2026 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH STRATEGI 

PENINGKATAN PARTISIPASI PENDIDIKAN 

ANAK USIA DINI DI KOTA SURAKARTA 

TAHUN 2026-2029 

 

RENCANA AKSI DAERAH STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2026-2029 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tahap yang menentukan dalam 

pembentukan kualitas sumber daya manusia. Pada rentang usia inilah 

kemampuan dasar anak terbentuk, mulai dari perkembangan kognitif, 

bahasa, motorik, hingga kematangan sosial dan emosional yang menjadi 

bekal kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar. Layanan yang bermutu 

dan menjangkau seluruh anak pada usia ini merupakan investasi jangka 

panjang yang menekan angka putus sekolah, memperbaiki mutu pendidikan 

pada jenjang berikutnya, sekaligus menjadi salah satu jalan memutus rantai 

kemiskinan antargenerasi. 

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 

Dini ditempatkan sebagai bagian dari pelayanan dasar bidang pendidikan 

yang menjadi urusan pemerintahan wajib. Konsekuensinya, Pemerintah Kota 

Surakarta berkewajiban menjamin agar setiap anak memperoleh akses 

layanan secara merata dan berkeadilan, dengan capaian yang diukur melalui 

Standar Pelayanan Minimal. Kewajiban ini tidak cukup dipenuhi melalui 

pendekatan yang bersifat rata-rata kota, melainkan harus dirumuskan 

sampai ke satuan wilayah terkecil, karena kesenjangan yang sesungguhnya 

justru tersembunyi di balik angka agregat. 

 



- 2 - 

 

Potret kondisi tahun 2025 menegaskan hal itu. Meskipun secara 

kelembagaan jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta 

tergolong banyak, namu   n sebarannya belum merata dan masih didominasi 

oleh satuan Pendidikan Swasta. Masih dijumpai kelurahan yang sama sekali 

belum memiliki layanan (blank spot), wilayah rentan dengan tingkat 

kemiskinan tinggi yang daya jangkaunya terhadap layanan berbayar terbatas, 

serta sejumlah aset gedung milik daerah yang menganggur dan belum 

dimanfaatkan untuk kepentingan layanan pendidikan. Di sisi lain, terdapat 

pula anak usia dini yang belum atau tidak memperoleh layanan sama sekali. 

Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa perencanaan yang terarah, kesenjangan 

mutu sumber daya manusia antarwilayah akan semakin melebar. 

Gambaran partisipasi perlu dibaca pada dua tataran yang saling 

melengkapi. Pada rentang usia menjelang sekolah dasar, yaitu 5–6 tahun, 

partisipasi telah mendekati tuntas, yaitu Angka Partisipasi Sekolah usia 5–6 

tahun meningkat dari 90,13 pada tahun 2024 menjadi 97,65 pada tahun 

2025 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 88,38. Meskipun 

demikian, berdasarkan proyeksi tahun 2026 yang mencapai 14.566 anak usia 

5–6 tahun, masih terdapat sekitar 2.141 anak yang berpotensi belum 

tertampung pada daya tampung rombongan belajar yang tersedia. Sementara 

itu, pada rentang usia dini yang lebih luas, yakni 3–6 tahun, dan terutama 

pada dimensi pemerataan antarwilayah, kesenjangan masih terlihat jelas dan 

menjadi sasaran utama penanganan dalam dokumen ini. Kedua tataran 

itulah yang hendak dijaga sekaligus, yaitu memastikan kohort wajib belajar 

prasekolah benar-benar tuntas terlayani, sambil menutup ketimpangan 

akses pada usia dini secara menyeluruh. 

Selain akses, mutu dan tata kelola layanan turut menjadi perhatian. 

Sebagian besar satuan telah memenuhi standar mutu nasional dan 

menerapkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, namun 

cakupan pendidik bersertifikat masih terbatas dan porsi anggaran layanan 

usia dini relatif kecil terhadap keseluruhan anggaran pendidikan daerah. Di 

tengah tantangan itu, Kota Surakarta telah menumbuhkan sejumlah inovasi, 

mulai dari gerakan pembiasaan karakter melalui Program BOLO DIGDOYO, 

penataan perizinan satuan melalui layanan digital, hingga pemanfaatan 

pangkalan data untuk pemantauan layanan. Modal inovasi ini menjadi 

pijakan yang menguntungkan bagi pelaksanaan strategi peningkatan 

partisipasi. 
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Persoalan tersebut menuntut cara pandang baru dalam merencanakan 

intervensi. Penetapan sasaran perlu didasarkan pada bukti yang dapat 

ditelusuri, dengan memadukan data sebaran dan ketersediaan satuan, 

tingkat partisipasi, kondisi kemiskinan, serta ketersediaan aset milik daerah. 

Dari pembacaan yang saling menautkan data tersebut, dapat ditetapkan 

prioritas penanganan dan bentuk intervensi yang paling sesuai dengan 

kondisi layanan, sehingga program tidak disebar secara seragam melainkan 

tepat sasaran. 

Dengan demikian, Rencana Aksi Daerah ini menjadi pijakan bagi Dinas 

Pendidikan bersama Perangkat Daerah terkait, kecamatan, kelurahan, 

satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lain untuk bergerak dalam 

satu kerangka yang sama, sehingga sumber daya yang tersedia dapat 

dialokasikan secara tepat sasaran dan pencapaian target dapat dipantau dari 

waktu ke waktu. 

B. Dasar Hukum 

Penyusunan Rencana Aksi Daerah ini berpijak pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal; 

3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak 

Usia Dini Holistik-Integratif; 

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 

32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 

2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia 

Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 

2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan 

Menengah Tahun 2025–2029; 
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8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan; 

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029; 

10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang 

Pendidikan Anak Usia Dini; dan 

11. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 9.1 Tahun 2023 tentang 

Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah. 

C. Maksud dan Tujuan 

Rencana Aksi Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran 

serta melaksanakan intervensi peningkatan partisipasi Pendidikan Anak Usia 

Dini secara terarah, terukur, dan berbasis data spasial. Melalui dokumen ini, 

penentuan lokasi dan bentuk program tidak lagi bertumpu pada perkiraan, 

melainkan pada hasil pembacaan data yang sama sehingga perencanaan, 

penganggaran, dan pelaksanaan lintas Perangkat Daerah dapat berjalan 

selaras. 

Secara umum, Rencana Aksi Daerah ini bertujuan mewujudkan 

layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta pada periode 2026–

2029 yang inklusif, bermutu, berkarakter, dan berkelanjutan, melalui 

penguatan akses layanan, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan tata 

kelola, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. 

Secara khusus, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

a. meningkatkan akses dan pemerataan layanan bagi seluruh anak 

usia dini, dengan sasaran menaikkan Angka Partisipasi Kasar usia 

3–6 tahun secara bertahap dari 58,76% hingga sekurang-kurangnya 

90% pada tahun 2029 dan menuntaskan partisipasi anak usia 5–6 

tahun pada kohort wajib belajar prasekolah, termasuk mengurangi 

potensi anak tidak sekolah melalui penguatan pendataan dan 

penjangkauan layanan pendidikan; 

b. meningkatkan mutu layanan melalui pembelajaran yang berpusat 

pada anak dan menyenangkan, penguatan transisi Pendidikan Anak 

Usia Dini ke Sekolah Dasar, peningkatan status akreditasi, 

penguatan kompetensi dan profesionalisme pendidik, serta 
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penguatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 

termasuk dukungan pencegahan stunting; 

c. memperkuat pendidikan karakter anak usia dini melalui integrasi 

Program BOLO DIGDOYO dan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia 

Hebat, sekaligus meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, 

dunia usaha, dan organisasi profesi; dan 

d. menguatkan tata kelola dan pemanfaatan teknologi melalui penataan 

kelembagaan, sistem data dan informasi, perencanaan, 

pemantauan, evaluasi, dan penganggaran yang efektif, terukur, dan 

berkelanjutan. 

D. Ruang Lingkup dan Sasaran 

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah ini mencakup keseluruhan aspek 

yang mendukung penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara 

menyeluruh dan terpadu, meliputi perluasan akses dan pemerataan layanan, 

penguatan daya tampung satuan, peningkatan mutu pembelajaran dan 

penguatan transisi ke Sekolah Dasar, penguatan layanan inklusif dan ramah 

anak, penguatan layanan Holistik-Integratif, peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia, serta penguatan tata kelola, pembiayaan, dan pemanfaatan 

teknologi. 

Sasaran utama adalah anak usia dini di Kota Surakarta, dengan 

penekanan pada kohort usia 3–6 tahun yang belum memperoleh akses 

pendidikan, usia 5–6 tahun sebagai sasaran wajib belajar prasekolah, dan 

anak yang berpotensi tidak memperoleh layanan secara optimal. Sasaran 

turut mencakup orang tua atau wali, pendidik dan tenaga kependidikan, 

pengelola satuan, serta pemangku kepentingan lintas sektor. Pelaksanaannya 

menjangkau seluruh wilayah Kota Surakarta yang meliputi Kecamatan 

Banjarsari, Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Serengan dengan 54 

kelurahan, serta memprioritaskan wilayah dengan potensi anak belum 

tertampung, keterbatasan daya tampung, dan kebutuhan penguatan mutu 

maupun layanan Holistik-Integratif. 
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BAB II 

KONDISI DAN PERMASALAHAN 

Kondisi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta 

beserta permasalahannya mencakup tiga aspek utama, yaitu akses dan 

pemerataan layanan, mutu layanan, serta tata kelola dan pembiayaan. 

Gambaran ini menjadi dasar perumusan strategi pada bab berikutnya. Data 

bersumber dari beberapa acuan yang saling melengkapi, yaitu Profiling Data 

Layanan PAUD Kota Surakarta Tahun 2026 yang bertumpu pada pangkalan 

data Dapodik (Sidayanik), data kependudukan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dengan kondisi per 31 Desember 2025, serta data anak dari 

keluarga miskin untuk mengenali kelompok rentan yang perlu diprioritaskan. 

Dari data kependudukan tercatat populasi anak usia 0–6 tahun 

sebanyak 49.761 anak, dengan 31.625 anak di antaranya berada pada 

rentang usia 3–6 tahun. Angka 31.625 inilah yang dijadikan penyebut dalam 

penghitungan proksi Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 3–6 tahun. Ukuran 

ini berbeda basis usia dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun 

yang bersumber dari Dapodik. APS mengukur ketuntasan kohort wajib 

belajar prasekolah, sedangkan APK 3–6 mengukur pemerataan pada rentang 

usia dini yang lebih luas. Setiap angka akumulatif dalam dokumen ini disertai 

penjelasan basis usianya agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

A. Akses dan Pemerataan Layanan 

1. Sebaran Satuan PAUD 

Dari sisi ketersediaan, akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di 

Kota Surakarta telah menjangkau seluruh wilayah. Seluruh kelurahan telah 

memiliki layanan dan setiap kecamatan telah memiliki satuan negeri. 

Berdasarkan Profiling Data Layanan PAUD Kota Surakarta Tahun 2026 yang 

bersumber dari data Dapodik (Sidayanik), tercatat 424 satuan yang terdiri 

atas 250 Taman Kanak-Kanak, 122 Kelompok Bermain, 39 Satuan PAUD 

Sejenis, dan 13 Tempat Penitipan Anak, dengan komposisi 13 satuan negeri 

dan 411 satuan swasta dari hal ini dapat diketahui bahwa jumlah PAUD 

Swasta masih mendominasi dibandingkan dengan Satuan PAUD Negeri. 

Sebaran satuan menurut kecamatan disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 2.1 Sebaran Satuan PAUD menurut Kecamatan dan Jenis Layanan 

No Kecamatan TPA TK KB SPS Jumlah 

1 Banjarsari 10 79 42 8 139 

2 Jebres 2 58 30 11 101 

3 Laweyan 1 54 24 7 86 

4 Serengan 0 24 8 9 41 

5 Pasar Kliwon 0 35 18 4 57 

 JUMLAH 13 250 122 39 424 

Sumber: Profiling Data Layanan PAUD Kota Surakarta Tahun 2026 

(Dapodik/Sidayanik) 

2. Daya Tampung 

Ketersediaan satuan PAUD di Kota Surakarta telah menjangkau 

seluruh 54 kelurahan dan seluruh 5 kecamatan telah memiliki layanan PAUD 

negeri. Hal ini menunjukkan pemerataan akses layanan pendidikan 

prasekolah yang cukup baik. Namun demikian, berdasarkan data proyeksi 

tahun 2026, masih terdapat potensi 2.141 anak usia 5–6 tahun yang belum 

tertampung pada rombongan belajar PAUD yang tersedia. Kondisi ini menjadi 

dasar perlunya strategi perluasan kapasitas layanan dan optimalisasi daya 

tampung lembaga PAUD. 

Tabel 2.2 Sebaran Satuan PAUD menurut Kecamatan dan Jenis Layanan 

NO BENTUK PENDIDIKAN JUMLAH ROMBEL JUMLAH SISWA 0-6 tahun 

1 TK SWASTA 802 9305 

2 TK NEGERI  38 560 

3 TPA 25 221 

4 KB 272 3240 

5 SPS 72 912 

 TOTAL 1209 14238 

Sumber: Data Sidayanik.surakarta.go.id Kota Surakarta Tahun 2026 
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3. Partisipasi 

Tingkat partisipasi dibaca melalui dua ukuran yang saling melengkapi. 

Pada kohort wajib belajar prasekolah, Angka Partisipasi Sekolah usia 5–6 

tahun telah mencapai 97,65% pada tahun 2025, naik dari 90,13% pada tahun 

2024 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 88,38%. Sementara itu, 

pada rentang usia dini yang lebih luas, Angka Partisipasi Kasar usia 3–6 

tahun baru mencapai 58,76%. Selisih tajam antara kedua ukuran ini 

menunjukkan bahwa capaian pada usia 5–6 tahun yang nyaris tuntas belum 

diikuti pemerataan pada usia dini secara menyeluruh, sehingga penanganan 

tetap difokuskan pada perluasan akses dan penjangkauan bagi anak yang 

belum terlayani. 

Tabel 2.3 Sebaran Satuan PAUD menurut Kecamatan dan Jenis Layanan 

Jenis Kelamin 
3 - 6 tahun 5 - 6 tahun 

APS APM APK APS APM APK 

Laki-laki 60,20 56,45 59,48 100,00 89,65 164,44 

Perempuan 61,10 58,26 58,26 96,11 88,71 151,41 

TOTAL 60,73 57,52 58,76 97,65 89,09 156,57 

Sumber: Data BPS 

Dalam mengukur partisipasi pendidikan anak usia dini, digunakan tiga 

indikator yang masing-masing memiliki fokus berbeda. Angka Partisipasi 

Sekolah (APS) menghitung semua anak pada suatu kelompok usia yang 

sedang bersekolah di jenjang apa pun, sehingga menjawab pertanyaan paling 

dasar tentang berapa banyak anak yang telah terlayani pendidikan. Angka 

Partisipasi Murni (APM) lebih ketat, karena hanya menghitung anak yang 

bersekolah tepat pada usia dan jenjang yang sesuai untuknya, sehingga 

menggambarkan ketepatan antara usia anak dan jenjang yang ditempuh. 

Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) menghitung seluruh murid 

pada suatu jenjang tanpa memandang usianya, sehingga menggambarkan 

daya jangkau atau cakupan layanan jenjang tersebut secara keseluruhan. 

Atas dasar itu, pemilihan indikator disesuaikan dengan tujuannya: untuk 

kohort usia 5–6 tahun digunakan APS karena angkanya dapat langsung 

dibaca sebagai tingkat keterlayanan anak menjelang masuk SD dan dapat 

dibandingkan dengan capaian nasional, sedangkan untuk rentang usia dini 

penuh 3–6 tahun digunakan APK karena indikator ini merupakan ukuran 

baku nasional (RPJMN dan Renstra Kemendikbud) untuk menilai jangkauan 
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layanan PAUD, sehingga capaian Kota Surakarta dapat dibandingkan secara 

setara dengan target nasional. Dengan demikian, penggunaan APS untuk 

usia 5–6 tahun dan APK untuk usia 3–6 tahun bukanlah pilihan yang tidak 

konsisten, melainkan dua ukuran yang saling melengkapi untuk 

menggambarkan capaian di ambang masuk SD sekaligus jangkauan layanan 

pada usia dini secara menyeluruh. 

B. Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini 

Secara umum mutu layanan menunjukkan perkembangan yang positif. 

Sebanyak 91,92% satuan telah terakreditasi minimal B dan 93,95% satuan 

telah menerapkan sekurang-kurangnya enam indikator layanan Holistik-

Integratif. Dari sisi pendidik, 87,05% guru telah berkualifikasi S1/D4, namun 

baru 38,57% yang memiliki sertifikat pendidik. Kondisi ini menandakan 

bahwa modal mutu telah terbangun, sementara profesionalisme pendidik 

masih menjadi pekerjaan rumah utama. 

1. Status Akreditasi Satuan 

Distribusi status akreditasi satuan menurut jenis layanan disajikan 

pada Tabel 2 sebagai gambaran mutu kelembagaan yang menjadi modal 

pelaksanaan strategi peningkatan partisipasi. 

Tabel 2.4 Status Akreditasi Satuan PAUD Kota Surakarta 

No Jenis Satuan A B C Belum Tidak Jumlah 

1 TK 62 165 20 0 0 250 

2 KB 40 70 6 2 0 122 

3 TPA 1 12 0 0 0 13 

4 SPS 0 33 4 0 0 39 

 TOTAL 103 280 30 2 0 424 

Sumber: Data Akreditasi BAN-PDM Kota Surakarta Tahun 2026 

Berdasarkan data tersebut, persentase satuan pendidikan PAUD yang 

telah terakreditasi minimal B mencapai 90,33%. Angka ini telah melampaui 

target yang tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 

2026–2030. 
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2. Kualitas Pembelajaran dan Penguatan Karakter 

Kualitas pembelajaran diarahkan pada pendekatan yang berpusat pada 

anak, menyenangkan, berbasis bermain, serta berakar pada budaya lokal dan 

pembiasaan positif. Pada tataran ini, Kota Surakarta memiliki inovasi 

Program BOLO DIGDOYO (Bocah Solo Kuat dan Berdaya) yang diinisiasi 

Bunda PAUD Kota Surakarta untuk mendukung penerapan Tujuh Kebiasaan 

Anak Indonesia Hebat melalui pembiasaan bangun pagi, beribadah, 

berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan 

tidur cepat. Program ini mempertautkan satuan, keluarga, dan masyarakat 

sehingga pembelajaran tidak berhenti pada capaian akademik, tetapi juga 

membentuk karakter. Meski demikian, penguatan pembelajaran berbasis 

bermain masih memerlukan dukungan, khususnya pada pemanfaatan media 

dan teknologi. 

3. Kualifikasi Pendidik dan Layanan Holistik-Integratif 

Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik menjadi prioritas 

berkelanjutan mengingat cakupan sertifikasi yang baru mencapai 38,57%. 

Pada saat yang sama, tingginya penerapan layanan Holistik-Integratif 

menunjukkan bahwa keterpaduan dengan layanan kesehatan, gizi, 

pengasuhan, dan perlindungan anak telah berjalan, namun tetap menuntut 

penguatan koordinasi lintas sektor agar layanan benar-benar dirasakan 

sampai ke satuan dan keluarga. 

C. Tata Kelola dan Pembiayaan 

Tata kelola menjadi penopang keberhasilan pelaksanaan. Berdasarkan 

data tahun 2026, proporsi anggaran sub kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini 

tercatat sebesar 2,32% dari total anggaran pendidikan daerah, sementara 

porsi anggaran yang menopang partisipasi anak usia 5–6 tahun mencapai 

77,37% dari anggaran Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia 

Dini. Proporsi yang relatif kecil ini menegaskan perlunya penguatan 

dukungan kebijakan dan pembiayaan agar strategi peningkatan partisipasi 

dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. 

1. Penataan Kelembagaan dan Perizinan 

Masih terdapat lembaga PAUD yang memerlukan penataan 

administrasi dan legalitas operasional. Untuk itu, Kota Surakarta 

menyediakan layanan perizinan satuan pendidikan secara digital melalui 
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POLI BU PERI (Portal Layanan Informasi dan Bimbingan Perizinan Satuan 

Pendidikan), yang mempermudah pengurusan izin dan mendorong kepastian 

legalitas satuan. Penataan ini penting agar satuan yang dioptimalkan 

maupun yang beralih status dapat berjalan dengan dasar hukum yang kuat. 

2. Data, Koordinasi, dan Anggaran Satuan 

Penguatan tata kelola juga bertumpu pada keandalan data dan 

koordinasi antartingkat pemerintahan. Pemanfaatan pangkalan data 

Sidayanik menjadi tulang punggung pendataan dan pemantauan layanan, 

sedangkan keterbatasan dukungan anggaran pada tingkat satuan tetap 

menjadi tantangan yang perlu dijembatani melalui skema pembiayaan yang 

lebih beragam, termasuk pemanfaatan sumber Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Corporate 

Social Responsibility, dan sumber sah lainnya. 
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BAB III 

STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

Berpijak pada profil dan hasil analisis kondisi pada Bab II, strategi 

peningkatan partisipasi dirumuskan ke dalam sembilan komponen yang 

saling menopang. Kesembilan komponen ini menjadi kerangka tunggal yang 

dipakai secara konsisten pada seluruh dokumen, yaitu menjadi dasar 

penyusunan Matriks Rencana Aksi pada Bab IV dan struktur pembiayaan 

pada Bab V. Sembilan program operatif tersebar ke dalam komponen-

komponen tersebut, sedangkan komponen yang bersifat penopang dijalankan 

sebagai kegiatan lintas program. Uraian tiap komponen beserta langkah-

langkah pelaksanaannya disajikan berikut ini. 

A. Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini 

Perluasan akses dan daya tampung diarahkan untuk menutup wilayah 

tanpa layanan, meningkatkan kapasitas rombongan belajar, dan menjangkau 

anak yang selama ini belum memperoleh layanan. Strategi ini ditempuh 

melalui enam bentuk kegiatan yang saling melengkapi sebagai berikut. 

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 

Pembangunan Unit Sekolah Baru diprioritaskan pada kelurahan yang 

belum memiliki satuan PAUD negeri berkualitas atau wilayah dengan 

lonjakan populasi anak usia dini yang tidak dapat ditampung oleh 

kapasitas layanan yang tersedia. Penetapan lokasi USB dilakukan 

berdasarkan tiga pertimbangan pokok, yaitu optimalisasi aset daerah, 

tingginya kebutuhan warga, dan pemerataan akses. Optimalisasi aset 

daerah dilakukan melalui pemanfaatan gedung eks Sekolah Dasar 

Negeri yang tidak beroperasi, khususnya eks SDN Baturono di 

Kelurahan Joyosuran, eks SDN Pajang IV di Kelurahan Pajang, dan eks 

SDN Kemasan 1 di Kelurahan Kratonan, sebagai bagian dari 21 aset 

menganggur yang siap dialihfungsikan. Tingginya kebutuhan warga 

tercermin dari lonjakan populasi anak usia 0–6 tahun di Kelurahan 

Pajang, Joyosuran, dan Kratonan yang membutuhkan ketersediaan 

satuan PAUD negeri yang memadai. Pemerataan akses ditempuh 

dengan mengurangi wilayah tanpa layanan (blank spot) PAUD negeri 

berkualitas. 
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2. Optimalisasi dan Alih Fungsi Aset Gedung 

Aset gedung milik daerah yang tidak dimanfaatkan, terutama eks 

Sekolah Dasar Negeri, dialihfungsikan menjadi satuan PAUD negeri 

baru atau ruang belajar tambahan. Alih fungsi ini didahului dengan 

verifikasi lapangan atas kelayakan bangunan, ketersediaan sarana 

prasarana, dan kesesuaian lokasi terhadap sebaran anak usia dini. 

Bekerja sama dengan Bagian Aset dan Bagian Hukum Setda serta 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan 

menyusun berita acara alih fungsi dan menuangkannya dalam 

Keputusan Walikota agar memiliki dasar hukum yang kuat. 

3. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) 

Penambahan Ruang Kelas Baru dilakukan pada satuan PAUD di 

wilayah berpenduduk padat yang telah mencapai kapasitas maksimum 

rombongan belajarnya. Kegiatan ini menjangkau satuan negeri 

maupun swasta yang bermitra dan memenuhi syarat teknis. 

Penambahan ruang kelas dilaksanakan mengikuti Permendikbud 

Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, sehingga 

kualitas ruang belajar tidak hanya bertambah dari sisi jumlah, tetapi 

juga memenuhi standar layanan yang layak untuk anak usia dini. 

4. Alih Status Satuan Swasta Menjadi Negeri 

Alih status ditujukan bagi satuan PAUD swasta yang berperan strategis 

pada wilayah tertentu, memiliki riwayat layanan yang panjang, tetapi 

menghadapi kendala keberlanjutan pembiayaan atau kelembagaan. 

Setelah melalui studi kelayakan yang mencakup aspek legalitas lahan, 

kondisi bangunan, ketersediaan pendidik, dan komitmen yayasan, 

satuan yang memenuhi syarat diproses menjadi PAUD negeri melalui 

Keputusan Walikota. Alih status ini menjamin keberlanjutan layanan 

sekaligus memperluas cakupan satuan negeri di wilayah rentan. 

5. Penugasan Guru Kunjung pada Pos PAUD 

Guru Kunjung ditugaskan untuk menjangkau wilayah dengan akses 

layanan yang terbatas, khususnya wilayah dengan sebaran anak yang 

tersebar dan jarak ke satuan terdekat cukup jauh. Guru Kunjung 

dijadwalkan secara berkala mendatangi Pos PAUD atau dapat di 

intergasikan dengan Jadwal Posyandu Plus di lingkungan RW atau 

kelurahan setempat, melakukan pembelajaran singkat yang 
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menyenangkan, memberikan pendampingan kepada kader Pos PAUD, 

dan menghubungkan anak dengan layanan Holistik-Integratif. Model 

ini mempercepat pemerataan layanan tanpa harus menunggu 

pembangunan satuan baru. 

6. Alat Permainan Edukatif (APE) Keliling 

APE Keliling merupakan kendaraan pembawa alat permainan edukatif 

yang berkeliling dari satu titik ke titik lain untuk memberikan stimulasi 

bermain dan belajar bagi anak usia dini pada wilayah yang belum 

memiliki satuan atau memiliki keterbatasan sarana. Kegiatan ini 

dilaksanakan bekerja sama dengan Bunda PAUD tingkat kelurahan 

dan kader Posyandu, sehingga pemanfaatannya menyatu dengan 

kegiatan komunitas. APE Keliling menjadi sarana penjangkauan yang 

efektif sekaligus media kampanye pentingnya bermain sebagai bagian 

dari belajar anak usia dini. 

7. Pemberian Stimulan Pembiayaan Pendidikan bagi Anak dari 

Keluarga Miskin 

Stimulan Pembiayaan Pendidikan diberikan kepada anak dari keluarga 

miskin yang bersekolah di satuan PAUD swasta di Kota Surakarta. 

Besaran stimulan yang diberikan adalah Rp 150.000,00 (seratus lima 

puluh ribu rupiah) per anak per bulan, yang diperuntukkan bagi 

pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di satuan PAUD 

swasta bersangkutan. Sumber pembiayaan berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta. 

Data calon penerima Stimulan Pembiayaan Pendidikan bersumber dari 

Dinas Sosial Kota Surakarta, dengan sasaran anak dari keluarga 

miskin pada desil 1 dan desil 2 sesuai basis data terpadu kesejahteraan 

sosial, yang tercatat sebagai peserta didik pada satuan PAUD swasta di 

Kota Surakarta. Data tersebut diverifikasi bersama antara Dinas 

Pendidikan dan Dinas Sosial sebelum ditetapkan sebagai daftar 

penerima. 

Mekanisme penyaluran dilaksanakan melalui transfer dana Stimulan 

Pembiayaan Pendidikan dari kas daerah ke rekening satuan pendidikan 

penerima. Satuan pendidikan menggunakan dana tersebut untuk 

membiayai SPP anak penerima sesuai daftar yang telah ditetapkan. 

Pertanggungjawaban penggunaan dana disampaikan oleh satuan 
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pendidikan kepada Dinas Pendidikan dalam bentuk kwitansi atau 

invoice pembayaran SPP setiap bulan atau sesuai periode penyaluran 

yang disepakati. 

Selain tujuh bentuk kegiatan tersebut, perluasan akses juga diperkuat 

melalui advokasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya 

PAUD bagi tumbuh kembang anak dan kesiapan masuk Sekolah Dasar. 

Advokasi ini dilaksanakan melalui Sosialisasi Wajib Belajar 13 Tahun yang 

melibatkan Bunda PAUD tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan, serta 

memperkuat kolaborasi antara satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat. 

Pemerintah daerah juga mengembangkan sistem penjangkauan anak usia 

prasekolah yang berpotensi tidak sekolah melalui koordinasi lintas sektor. 

B. Peningkatan Mutu Layanan 

Peningkatan mutu diarahkan pada penguatan kualitas pembelajaran 

yang menyenangkan, berpusat pada anak, serta mendukung penguatan 

karakter dan kesiapan transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah 

Dasar. Penguatan ini ditempuh melalui empat kegiatan utama sebagai 

berikut. 

1. Peningkatan Status Akreditasi Satuan 

Peningkatan status akreditasi diarahkan untuk mengangkat seluruh 

satuan mencapai kategori minimal B secara bertahap. Dinas 

Pendidikan memberikan pendampingan penyusunan dokumen mutu, 

pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan simulasi visitasi 

sebelum satuan mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Bagi satuan dengan akreditasi C atau 

belum terakreditasi, disediakan skema pendampingan intensif agar 

dapat naik peringkat pada siklus akreditasi berikutnya. 

2. Penguatan Implementasi Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis 

Bermain 

Kurikulum PAUD diperkuat dengan pendekatan pembelajaran berbasis 

bermain yang berpusat pada anak, sesuai dengan Kurikulum Merdeka 

pada jenjang PAUD dan Standar Kompetensi Lulusan yang diatur pada 

Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025. Dinas Pendidikan bersama 

pengawas dan penilik menyusun modul-modul praktik baik yang bisa 
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diadaptasi satuan sesuai konteks lokal, termasuk integrasi budaya Solo 

dan Program BOLO DIGDOYO ke dalam kegiatan bermain harian. 

3. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan berjenjang, 

lokakarya, dan pendampingan langsung di satuan. Fokus pelatihan 

mencakup asesmen anak yang otentik, perencanaan pembelajaran 

berbasis proyek, deteksi dini tumbuh kembang, dan pendidikan 

inklusif. Kegiatan pelatihan disinergikan dengan organisasi profesi 

seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Himpunan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Indonesia, dan Pusat 

Kegiatan Gugus, sehingga jangkauan pelatihan lebih luas dan 

berkelanjutan. 

4. Pengembangan Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran yang menstimulasi tumbuh 

kembang anak dilakukan melalui produksi bahan ajar berbasis budaya 

lokal, penyediaan buku-buku bacaan anak, dan pemanfaatan media 

digital sederhana. Dinas Pendidikan memfasilitasi pertukaran karya 

inovatif antar-pendidik melalui komunitas belajar dan pameran karya 

guru PAUD secara berkala. 

C. Penguatan PAUD Holistik-Integratif 

Penguatan layanan Holistik-Integratif menautkan pendidikan dengan 

kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak, termasuk dukungan 

pencegahan stunting, melalui koordinasi lintas sektor yang dirasakan sampai 

ke satuan dan keluarga. Penekanan diarahkan pada keterpaduan layanan di 

setiap satuan serta penguatan peran Pos PAUD dan Posyandu sebagai simpul 

layanan terpadu. Penguatan ini ditempuh melalui tiga langkah utama sebagai 

berikut. 

1. Integrasi Layanan pada Satuan PAUD 

Setiap satuan PAUD didorong menyelenggarakan enam layanan 

Holistik-Integratif secara lengkap, yaitu pendidikan, kesehatan, gizi, 

pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Integrasi ini 

diwujudkan dalam rutinitas satuan seperti pemantauan tumbuh 

kembang bulanan, pemberian makanan tambahan bergizi, edukasi 

kebersihan diri, dan koordinasi dengan Puskesmas untuk imunisasi. 
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Dinas Pendidikan bersama Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB 

menyediakan panduan pelaksanaan dan instrumen pemantauan yang 

seragam. 

2. Penguatan Pos PAUD dan Posyandu sebagai Simpul Layanan 

Pos PAUD dan Posyandu diperkuat sebagai simpul layanan terpadu di 

tingkat masyarakat, khususnya bagi anak yang belum masuk satuan 

formal. Kader Pos PAUD dan Posyandu dilatih untuk memberikan 

stimulasi tumbuh kembang, mengenali tanda-tanda awal stunting, dan 

menghubungkan keluarga dengan layanan lanjutan. Guru Kunjung 

ditugaskan secara berkala mendampingi kader agar kualitas layanan 

setara dengan satuan PAUD reguler. 

3. Koordinasi Lintas Sektor untuk Pencegahan Stunting 

Koordinasi lintas sektor untuk pencegahan stunting dilaksanakan 

melalui rapat berkala Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota 

Surakarta yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas 

Sosial, DP3AP2KB, Bappeda, dan pemangku kepentingan lain. Data 

anak berisiko stunting dibagikan lintas OPD dengan menaati prinsip 

pelindungan data pribadi, sehingga intervensi dapat dilakukan tepat 

sasaran. 

D. Penguatan Sumber Daya Manusia PAUD 

Penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas berkelanjutan 

mengingat cakupan pendidik bersertifikat baru mencapai 38,57%. Penguatan 

ini ditempuh melalui empat kegiatan utama sebagai berikut. 

1. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Peningkatan kompetensi dilaksanakan melalui pelatihan tematik 

berbasis kebutuhan satuan, magang antar-satuan, dan pendampingan 

pengawas. Materi pelatihan menekankan aspek pedagogik anak usia 

dini, komunikasi dengan orang tua, deteksi dini kebutuhan khusus, 

dan pemanfaatan teknologi sederhana untuk pembelajaran. 

2. Fasilitasi Sertifikasi Pendidik secara Bertahap 

Sertifikasi pendidik difasilitasi secara bertahap dengan prioritas pada 

pendidik yang telah berkualifikasi S1/D4 dan memenuhi masa kerja 

tertentu. Dinas Pendidikan bersama Lembaga Pendidik dan Tenaga 
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Kependidikan menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru dalam 

Jabatan bagi pendidik PAUD serta memberikan pendampingan 

penyusunan portofolio profesional. 

 

3. Pelaksanaan Supervisi Akademik yang Berkelanjutan 

Supervisi akademik dilaksanakan oleh pengawas dan penilik PAUD 

secara terjadwal untuk membina kualitas pembelajaran. Supervisi 

tidak berhenti pada penilaian, tetapi menghasilkan rencana tindak 

lanjut bersama antara pengawas dan satuan. Hasil supervisi menjadi 

bahan penyusunan program pelatihan berikutnya sehingga lingkaran 

mutu berjalan berkelanjutan. 

4. Penguatan Komunitas Belajar Antar-Pendidik 

Komunitas belajar antar-pendidik diperkuat sebagai wadah 

peningkatan mutu bersama melalui pertemuan gugus, berbagi praktik 

baik, dan pengembangan karya inovatif. Dinas Pendidikan 

menyediakan ruang dan pembiayaan minimal untuk kegiatan gugus, 

serta mendorong pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar untuk 

pembelajaran mandiri. 

E. Penguatan Tata Kelola 

Penguatan tata kelola dilakukan untuk memastikan seluruh intervensi 

berjalan efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatannya 

meliputi lima langkah utama sebagai berikut. 

1. Penguatan Kelembagaan dan Legalitas Satuan 

Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pendampingan pengurusan 

izin operasional, penyesuaian akta yayasan, dan penataan struktur 

pengelola satuan sesuai standar. Layanan perizinan digital melalui 

POLI BU PERI memudahkan pengurusan izin sekaligus memantau 

status legalitas seluruh satuan. 

2. Penguatan Sistem Data dan Informasi 

Sistem data dan informasi diperkuat melalui pemanfaatan pangkalan 

data Sidayanik sebagai tulang punggung pendataan dan pemantauan 

layanan. Data satuan, pendidik, peserta didik, dan sarana prasarana 
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dimutakhirkan secara berkala melalui aplikasi Sidayanik dan dijadikan 

dasar pengambilan keputusan program. 

3. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran 

Perencanaan dan penganggaran layanan usia dini disusun berbasis 

kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 

dan Renstra Dinas Pendidikan. Alokasi anggaran diarahkan pada 

kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan partisipasi, 

mutu, dan Holistik-Integratif. 

4. Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Program 

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui 

pelaporan tengah tahun dan akhir tahun. Hasil pemantauan dijadikan 

dasar penyesuaian kegiatan pada tahun berjalan dan penyusunan 

program tahun berikutnya. 

5. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dan Regulasi Daerah 

Koordinasi lintas sektor diperkuat melalui Tim Koordinasi RAD PAUD 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota ini. Regulasi daerah 

yang mendukung peningkatan partisipasi PAUD terus dilengkapi, 

termasuk penyusunan Peraturan Walikota tentang teknis pelaksanaan 

Stimulan Pembiayaan Pendidikan dan alih status satuan. 

F. Advokasi dan Kampanye 

Advokasi dan kampanye memperkuat kesadaran orang tua dan 

masyarakat mengenai pentingnya layanan usia dini bagi tumbuh kembang 

anak dan kesiapan masuk Sekolah Dasar. Peran Bunda PAUD di tingkat kota, 

kecamatan, dan kelurahan menjadi ujung tombak sosialisasi, diperkuat 

kolaborasi antara satuan, keluarga, dan masyarakat, serta sistem 

penjangkauan anak usia prasekolah yang berpotensi tidak bersekolah melalui 

koordinasi lintas sektor. Program BOLO DIGDOYO yang dikembangkan 

Bunda PAUD Kota Surakarta menjadi media kampanye pembiasaan Tujuh 

Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Kegiatan advokasi dan kampanye 

dilaksanakan melalui lima langkah utama sebagai berikut. 
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1. Pendidikan Pengasuhan (Parenting Education) melalui Kelas Orang 

Tua      

Kelas Orang Tua diselenggarakan di satuan PAUD secara berkala, 

membahas topik pengasuhan positif, gizi seimbang, kesehatan anak, 

dan kesiapan sekolah. Kelas Orang Tua dipandu oleh pendidik PAUD 

dengan dukungan narasumber dari Puskesmas, Bunda PAUD, dan 

tokoh masyarakat, sehingga menjadi wadah pembelajaran bagi 

keluarga. 

2. Sosialisasi kepada Masyarakat Secara Luas 

Sosialisasi Wajib Belajar 13 Tahun dan pentingnya PAUD dilaksanakan 

melalui pertemuan warga, forum RT/RW, pengajian, dan kegiatan 

Bunda PAUD di tingkat kelurahan. Materi sosialisasi disederhanakan 

agar mudah dipahami masyarakat awam. 

3. Penguatan Budaya Lokal dalam Pembelajaran 

Budaya lokal Solo diintegrasikan ke dalam pembelajaran melalui lagu 

daerah, permainan tradisional, cerita rakyat, dan pengenalan makanan 

khas. Pengintegrasian ini menumbuhkan kecintaan anak pada budaya 

sendiri sekaligus menjadi media kampanye ke masyarakat. 

4. Pemanfaatan Media Sosial dan Media Publik 

Kanal media sosial resmi Dinas Pendidikan dan Bunda PAUD 

dimanfaatkan untuk menyampaikan konten edukatif, cerita praktik 

baik satuan, dan pengumuman kegiatan. Kerja sama dengan media 

publik lokal diperkuat agar pesan-pesan RAD PAUD menjangkau 

khalayak yang lebih luas. 

5. Festival dan Gerakan Budaya Anak 

Festival PAUD dan gerakan budaya anak diselenggarakan tahunan 

sebagai puncak kampanye. Festival ini menampilkan karya anak, 

pentas seni, pameran satuan, dan penghargaan bagi pendidik 

berprestasi, sekaligus memperkuat identitas layanan PAUD Kota 

Surakarta. 
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G. Pemanfaatan Teknologi 

Pemanfaatan teknologi menjadi pengungkit efisiensi dan mempercepat 

pelaksanaan komponen lainnya. Empat langkah utama ditempuh sebagai 

berikut. 

1. Pengembangan Sistem Pendataan Digital dan Pemantauan melalui 

Sidayanik 

Aplikasi Sidayanik dikembangkan sebagai sistem informasi terpadu 

layanan PAUD Kota Surakarta yang menyimpan data satuan, pendidik, 

peserta didik, sarana prasarana, dan indikator layanan. Sidayanik 

dijadikan rujukan tunggal pengambilan keputusan program sehingga 

tidak terjadi duplikasi pendataan. 

2. Layanan Perizinan Satuan secara Digital melalui POLI BU PERI 

POLI BU PERI (Portal Layanan Informasi dan Bimbingan Perizinan 

Satuan Pendidikan) mempermudah pengurusan izin operasional, izin 

pendirian, dan perpanjangan izin secara daring. Layanan ini 

mengurangi hambatan administratif bagi satuan sekaligus 

meningkatkan transparansi. 

3. Pengembangan Media Pembelajaran Digital 

Media pembelajaran digital dikembangkan dalam bentuk video 

pembelajaran singkat, buku cerita digital, dan permainan interaktif 

sederhana yang dapat diakses pendidik melalui gawai. Konten dikurasi 

agar aman, edukatif, dan sesuai perkembangan anak usia dini. 

4. Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Daring bagi Pendidik 

Pelatihan berbasis daring diselenggarakan untuk menjangkau pendidik 

yang tersebar di 424 satuan tanpa harus meninggalkan tugas 

mengajar. Pelatihan daring dipadukan dengan pendampingan tatap 

muka di gugus sehingga pemahaman lebih mendalam dan aplikatif. 

H. Pendampingan dan Supervisi 

Pendampingan dan supervisi memastikan setiap program berjalan 

sesuai rencana. Kerangka pelaksanaannya dijalankan secara bertahap 

melalui perencanaan, sosialisasi, implementasi program, pemantauan dan 

evaluasi, serta penguatan keberlanjutan, dan diperkuat kegiatan Sambang 
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PAUD sebagai bagian dari Program BOLO DIGDOYO. Uraian mekanismenya 

pada tiap tingkat sebagai berikut. 

1. Pendampingan Tingkat Satuan 

Pendampingan pada tingkat satuan dilakukan oleh pengawas dan 

penilik PAUD melalui supervisi akademik terjadwal, pendampingan 

pengembangan kurikulum, dan pembinaan komunitas belajar. 

Kegiatan Sambang PAUD yang diinisiasi Bunda PAUD Kota melengkapi 

pendampingan ini dengan sentuhan kekeluargaan dan penguatan 

karakter melalui Program BOLO DIGDOYO. 

2. Pendampingan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan 

Pemerintah kelurahan dan kecamatan mendukung pendataan anak 

usia sasaran, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, serta 

pengawasan pelaksanaan program di wilayahnya. Bunda PAUD 

Kelurahan dan Bunda PAUD Kecamatan menjadi mitra pemantauan 

langsung di lapangan. 

3. Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Daerah 

Pada tingkat daerah, Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan 

berkala melalui rapat koordinasi tahunan, penilaian capaian tahunan, 

dan evaluasi tahunan. Hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah sebagai dasar penyesuaian program pada tahun 

berjalan dan penyusunan program tahun berikutnya. 

I. Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat 

Peningkatan partisipasi diwujudkan sebagai gerakan bersama 

(partisipasi semesta). Keterjangkauan biaya bagi anak dari keluarga miskin 

dijamin melalui kemitraan Dinas Pendidikan dengan satuan PAUD swasta 

yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, disertai pemberian Stimulan 

Pembiayaan Pendidikan. Kegiatan pada komponen ini terdiri atas dua bagian 

utama sebagai berikut. 

1. Kemitraan Dinas Pendidikan dengan Satuan PAUD Swasta 

Dinas Pendidikan menjalin kemitraan dengan satuan PAUD swasta di 

Kota Surakarta melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. Nota 

Kesepahaman ini menjadi dasar kerja sama antara Pemerintah Kota 

dengan yayasan penyelenggara satuan PAUD swasta dalam menjamin 
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keterjangkauan layanan bagi anak dari keluarga miskin. Kemitraan ini 

juga mencakup keterlibatan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial 

perusahaan, organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-

Kanak Indonesia, Pusat Kegiatan Gugus, dan Himpunan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan PAUD Indonesia, serta perguruan tinggi sebagai 

mitra pengembangan mutu dan pendampingan.
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BAB IV 

MATRIKS RENCANA AKSI DAN LINIMASA 

Bab ini menyajikan matriks indikator sasaran (outcome), matriks 

program dan kegiatan (output), serta linimasa pelaksanaan Rencana Aksi 

Daerah dari tahun 2026 sampai dengan 2029. Ketiga bagian ini menjadi 

rujukan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja 

tahunan dan dokumen penganggarannya. 

A. Matriks Indikator Sasaran (Outcome) 

Indikator sasaran memadukan ukuran pemerataan usia dini (APK 3–6 

tahun) dan ketuntasan kohort wajib belajar prasekolah (APS 5–6 tahun) 

sebagai dua ukuran utama capaian program. Target tahunan disajikan pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Matriks Indikator Sasaran RAD PAUD 2026–2029 

No Indikator Sasaran 
Baseline 

(2025) 
2026 2027 2028 2029 

1 
Angka Partisipasi Kasar 

(APK) usia 3–6 tahun (%) 
58,76 68 76 84 90 

2 

Angka Partisipasi 

Sekolah (APS) usia 5–6 

tahun (%) 

97,65 97,75 97,85 98,95 98,05 

B. Matriks Rencana Aksi Program (Output) 

Matriks program menjabarkan sembilan komponen strategi pada Bab 

III ke dalam kegiatan operatif dengan indikator output tahunan dan 

Perangkat Daerah pelaksana. Matriks ini menjadi dasar penyusunan rencana 

kerja tahunan Perangkat Daerah dan dokumen penganggarannya.
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Tabel 4. Matriks Rencana Aksi Strategi Peningkatan Partisipasi PAUD 2026–2029 

No. Rencana Aksi Sasaran 
Indikator 

(Ukuran) 
Satuan 

Proyeksi Capaian Instansi 

Penanggung 

Jawab 

Program 
2026 2027 2028 2029 

1.  Perluasan Akses PAUD 

 

a. Pembangunan Unit 

Sekolah Baru PAUD 

negeri 

Bertambahnya 

daya tampung 

dan meluasnya 

akses layanan 

PAUD di Daerah 

melalui 

penambahan 

Satuan PAUD 

Negeri 

Jumlah 

Satuan PAUD 

Negeri yang 

terbentuk dan 

beroperasi, 

sesuai Standar 

Nasional 

Pendidikan 

sarana dan 

prasarana 

Unit  1 1 1 1 

Dinas 

Pendidikan 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

 
b. Alih fungsi aset 

gedung eks SDN 

Dinas 

Pendidikan;  

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

 

c. PAUD swasta 

beralih status ke 

negeri 

Dinas 

Pendidikan;  

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

 
Penambahan Ruang 

Kelas Baru PAUD 

Bertambahnya 

Ruang Kelas 

Baru  

Jumlah 

Rombongan 

Belajar 

(Rombel) baru 

Unit  2 2 2 2 
Dinas 

Pendidikan;  

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 
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No. Rencana Aksi Sasaran 
Indikator 

(Ukuran) 
Satuan 

Proyeksi Capaian Instansi 

Penanggung 

Jawab 

Program 
2026 2027 2028 2029 

yang 

terbentuk dan 

Beroperasi 

 d. Unit APE Keliling 
Terselenggaranya 

stimulasi keliling 

Jumlah unit 

APE Keliling 

operasional 

(kumulatif) 

Unit 1 1 1 1 
Dinas 

Pendidikan 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

 
e. Pos PAUD terlayani 

Guru Kunjung 

Terlayaninya 

anak pada 

wilayah akses 

terbatas 

Jumlah Pos 

PAUD dan 

Posyandu 

yang terlayani 

per tahun 

Pos 

PAUD 
2 2 2 2 

Dinas 

Pendidikan;  

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

 

f. Pemberian 

Stimulan 

Pembiayaan 

Pendidikan (SPP) 

Anak GAKIN 

penerima 

Stimulan 

Jumlah anak 

GAKIN 

penerima SPP 

(kumulatif) 

Anak 1609 1509 1409 1309 

Dinas 

Pendidikan; 

Dinas Sosial 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 
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No. Rencana Aksi Sasaran 
Indikator 

(Ukuran) 
Satuan 

Proyeksi Capaian Instansi 

Penanggung 

Jawab 

Program 
2026 2027 2028 2029 

2.  Peningkatan Mutu Layanan 

 
Peningkatan 

akreditasi satuan 

Satuan 

terakreditasi 

minimal B 

Persentase 

satuan 

terakreditasi ≥ 

B (Samakan 

Renstra) 

% 91,92 92,02 92,12 92,22 
Dinas 

Pendidikan 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

3.  Penguatan PAUD HI 

 

Penyelenggaraan 

PAUD Holistik-

Integratif 

Satuan PAUD 

yang telah 

menerapkan ≥6 

Indikatur PAUD 

HI 

Persentase 

satuan PAUD 

menerapkan ≥ 

6 indikator 

PAUD HI  

% 93,86 93,87 93,88 93,89 

Dinas 

Pendidikan; 

Dinas  

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

4.  Penguatan SDM PAUD 

 

Sertifikasi dan 

peningkatan 

kompetensi pendidik 

Pendidik 

profesional dan 

bersertifikat 

Persentase 

pendidik 

memiliki 

% 38,76 40,76 42,76 44,76 
Dinas 

Pendidikan 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 
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No. Rencana Aksi Sasaran 
Indikator 

(Ukuran) 
Satuan 

Proyeksi Capaian Instansi 

Penanggung 

Jawab 

Program 
2026 2027 2028 2029 

sertifikat 

pendidik 

 

Pemberian 

insentif/kesejahteraan 

bagi pendidik PAUD 

non-ASN 

Meningkatnya 

kesejahteraan 

dan retensi 

pendidik PAUD 

non-ASN 

Jumlah 

pendidik 

PAUD non-

ASN penerima 

insentif per 

tahun sesuai 

ketentuan 

yang berlaku 

Orang 
Sesuai 

DPA 

Sesuai 

DPA 

Sesuai 

DPA 

Sesuai 

DPA 

Dinas 

Pendidikan 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

 

Diklat/bimtek 

peningkatan 

kompetensi pendidik 

PAUD (berjenjang 

tingkat dasar dan 

lanjutan) 

Meningkatnya 

kompetensi 

pedagogik 

pendidik PAUD 

non-sertifikat 

Jumlah 

pendidik 

PAUD 

mengikuti 

diklat/bimtek 

per tahun 

Orang 40 40 40 40 
Dinas 

Pendidikan 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 
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No. Rencana Aksi Sasaran 
Indikator 

(Ukuran) 
Satuan 

Proyeksi Capaian Instansi 

Penanggung 

Jawab 

Program 
2026 2027 2028 2029 

5.  Penguatan Tata Kelola 

 

Penguatan data, 

pemantauan, evaluasi, 

dan kelembagaan 

Tata kelola 

layanan yang 

menguat 

Persentase 

Jumlah 

Anggaran yang 

dialokasikan 

untuk sub 

kegiatan PAUD   

Kegiatan 2,24% 2,25% 2,26% 2,27% 
Dinas 

Pendidikan 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

6.  Advokasi dan Kampanye 

 

Kelas Orang Tua, 

sosialisasi, dan 

Program BOLO 

DIGDOYO 

Orang tua 

terlatih dan 

masyarakat 

teradvokasi 

Kegiatan 

Sosialisasi    
Kegiatan 1 1 1 1 

Dinas 

Pendidikan;  

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

 
Gebyar/Gelar Karya 

PAUD tingkat kota 

Meningkatnya 

kesadaran 

masyarakat akan 

pentingnya 

Jumlah 

kegiatan 

gebyar/gelar 

Kegiatan 1 1 1 1 

Dinas 

Pendidikan; 

IGTKI; 

HIMPAUDI 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 
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No. Rencana Aksi Sasaran 
Indikator 

(Ukuran) 
Satuan 

Proyeksi Capaian Instansi 

Penanggung 

Jawab 

Program 
2026 2027 2028 2029 

PAUD melalui 

unjuk karya 

anak 

karya PAUD 

per tahun 

7.  Pemanfaatan Teknologi 

 

Perizinan digital (POLI 

BU PERI) dan media 

pembelajaran 

Layanan digital 

termanfaatkan 

Jumlah 

kegiatan 

sosialisasi 

pemanfaatan 

teknologi 

dilaksanakan  

Kegiatan 1 1 1 1 
Dinas 

Pendidikan 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

8.  Pendampingan dan Supervisi 

 

Pendampingan 

satuan, sambang 

PAUD, dan 

pemantauan 

Satuan 

terdampingi dan 

tersupervisi 

Jumlah 

kegiatan 

pendampingan 

dan supervisi 

per tahun  

Kegiatan 12 12 12 12 
Dinas 

Pendidikan 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 
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No. Rencana Aksi Sasaran 
Indikator 

(Ukuran) 
Satuan 

Proyeksi Capaian Instansi 

Penanggung 

Jawab 

Program 
2026 2027 2028 2029 

9.  Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat 

 

Pemberian Dana 

Hibah dan Kolaborasi 

Kegiatan  

Satuan 

Pendidikan ikut 

berkolaborasi  

Jumlah 

Kegiatan yang 

dilakukan  

Kegiatan  1 1 1 1 
Dinas 

Pendidikan 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 
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C. Linimasa dan Luaran Tahunan 2026–2029 

Pelaksanaan dirancang bertahap selama empat tahun, dari persiapan 

menuju pemantapan model layanan yang berkelanjutan. Tabel 5 menyajikan 

fokus kegiatan dan luaran tiap tahun. 

Tabel 5. Linimasa dan Luaran Strategi Implementasi 

Tahun Fokus Kegiatan Luaran 

2026 

Persiapan dan 

sosialisasi (Fase 

Persiapan) 

Tersusunnya dokumen kebijakan dan 

rampungnya pemetaan kondisi serta 

sasaran layanan; sosialisasi masif 

kepada masyarakat dan pemangku 

kepentingan. 

2027 
Implementasi tahap 

awal (Fase Ekspansi) 

Pemerataan akses berjalan; terjadi 

peningkatan partisipasi anak usia dini 

yang tertampung pada satuan. 

2028 

Penguatan mutu 

layanan (Fase 

Peningkatan Mutu) 

Peningkatan kualitas pembelajaran 

yang lebih terstandar, inovatif, dan 

holistik pada berbagai satuan. 

2029 

Evaluasi dan 

pengembangan (Fase 

Pemantapan) 

Terbentuknya model implementasi yang 

tangguh dan berkelanjutan untuk 

diadaptasi pada tahun-tahun 

berikutnya. 

 

Linimasa ini menegaskan bahwa strategi tidak berhenti pada 

pengejaran kuantitas partisipasi di tahun-tahun awal, tetapi berlanjut pada 

penjaminan mutu hingga terbentuknya tata kelola layanan usia dini yang 

ideal dan berkelanjutan. 
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BAB V 

PEMBIAYAAN DAN KELEMBAGAAN 

Bab ini menjabarkan ruang lingkup dan sumber pembiayaan, 

pembagian peran pemangku kepentingan, kelembagaan dan koordinasi, serta 

mekanisme pendampingan, supervisi, pemantauan, dan evaluasi Rencana 

Aksi Daerah. Kerangka pembiayaan disusun konsisten dengan sembilan 

komponen strategi pada Bab III dan matriks program pada Bab IV. 

A. Ruang Lingkup dan Sumber Pembiayaan 

Pembiayaan disusun ke dalam sembilan komponen yang sama dengan 

sembilan komponen strategi pada Bab III, sehingga kerangka strategi, 

program, dan pembiayaan berjalan dalam satu kesatuan. Kesembilan 

program operatif pada Matriks Rencana Aksi terdistribusi ke dalam 

komponen-komponen tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada kolom Ruang 

Lingkup Kegiatan pada Tabel 6. Dengan cara ini setiap alokasi anggaran 

dapat ditelusuri langsung ke komponen dan programnya tanpa penggandaan. 

 

Tabel 6. Komponen Pembiayaan, Ruang Lingkup Kegiatan, dan Sumber 

Pembiayaan 

No 
Komponen 

Pembiayaan 

Ruang Lingkup Kegiatan 

(Program Terkait) 

Sumber 

Pembiayaan 

1 
Perluasan 

Akses PAUD 

Pembangunan Unit Sekolah Baru 

(USB), optimalisasi/alih fungsi aset 

gedung eks SDN, penambahan 

Ruang Kelas Baru (RKB), alih status 

satuan swasta menjadi negeri, Guru 

Kunjung pada Pos PAUD, serta Alat 

Permainan Edukatif (APE) Keliling, 

dan, Stimulan Pembiayaan 

Pendidikan (SPP) bagi anak dari 

keluarga miskin. 

APBD, APBN, 

CSR 

2 
Peningkatan 

Mutu Layanan 

Pelatihan dan supervisi akademik, 

penguatan kurikulum dan 

pembelajaran berbasis bermain, 

APBD, APBN 
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No 
Komponen 

Pembiayaan 

Ruang Lingkup Kegiatan 

(Program Terkait) 

Sumber 

Pembiayaan 

serta peningkatan status akreditasi 

satuan (kegiatan lintas program). 

3 

Penguatan 

PAUD Holistik-

Integratif 

Penyelenggaraan PAUD Holistik-

Integratif, integrasi layanan 

pendidikan, kesehatan, gizi, 

pengasuhan, dan perlindungan 

anak, termasuk dukungan 

pencegahan stunting. 

APBD, OPD 

terkait 

4 
Penguatan SDM 

PAUD 

Sertifikasi dan peningkatan 

kompetensi pendidik serta 

penguatan komunitas belajar 

(kegiatan lintas program). 

APBD, 

Bantuan 

Pemerintah 

5 
Penguatan Tata 

Kelola 

Penguatan sistem data (Sidayanik), 

pemantauan dan evaluasi, serta 

penataan kelembagaan dan legalitas 

satuan (kegiatan lintas program). 

APBD 

6 
Advokasi dan 

Kampanye 

Penyelenggaraan Kelas Orang Tua 

(parenting), sosialisasi peningkatan 

partisipasi, Program BOLO 

DIGDOYO dan Tujuh Kebiasaan 

Anak Indonesia Hebat, serta 

penjangkauan anak tidak sekolah 

usia prasekolah. 

APBN, APBD, 

CSR 

7 
Pemanfaatan 

Teknologi 

Layanan perizinan digital POLI BU 

PERI serta pengembangan media 

pembelajaran dan pelatihan 

berbasis daring (kegiatan lintas 

program). 

APBD, 

Kemitraan 

8 
Pendampingan 

dan Supervisi 

Pendampingan satuan PAUD, 

kegiatan Sambang PAUD, dan 

pemantauan lapangan berkala 

(kegiatan lintas program). 

APBD 
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No 
Komponen 

Pembiayaan 

Ruang Lingkup Kegiatan 

(Program Terkait) 

Sumber 

Pembiayaan 

9 

Kemitraan dan 

Partisipasi 

Masyarakat 

Kemitraan Dinas Pendidikan 

dengan satuan PAUD swasta 

APBD (utama), 

CSR, 

Kemitraan 

 

B. Pembagian Peran Pemangku Kepentingan 

Pelaksanaan strategi menuntut pembagian peran yang jelas antar-

pemangku kepentingan agar setiap pihak bergerak dalam kerangka yang 

sama dan saling melengkapi. Pembagian peran, tugas, dan fungsi disajikan 

pada Tabel 7. 

Tabel 7. Pembagian Peran, Tugas, dan Fungsi Pemangku Kepentingan 

Pemangku 

Kepentingan 
Peran, Tugas, dan Fungsi 

Pemerintah Daerah 1. Menyusun dan menerbitkan kebijakan daerah yang 

mendukung peningkatan partisipasi PAUD. 

2. Memastikan ketersediaan akses layanan bagi anak 

usia dini di setiap kelurahan. 

3. Mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung 

pelaksanaan strategi. 

4. Membangun kemitraan untuk mendukung 

pelaksanaan program. 

Dinas Pendidikan 1. Menerbitkan regulasi dan pedoman teknis 

berdasarkan kebijakan pusat dan daerah. 

2. Mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan serta 

ketersediaan layanan PAUD di wilayah kerjanya. 

3. Memfasilitasi pendirian PAUD negeri dan alih status 

PAUD swasta menjadi negeri, termasuk studi 

kelayakan. 

4. Mengintegrasikan program ke dalam sistem 

perencanaan dan penganggaran daerah. 

5. Memfasilitasi alih status PAUD swasta menjadi 

negeri 
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Pemangku 

Kepentingan 
Peran, Tugas, dan Fungsi 

6. Menginisiasi pendirian PAUD negeri di wilayah yang 

belum atau kurang terlayani PAUD  

7. Mengidentifikasi dan melakukan pemetaan 

kebutuhan ketersediaan layanan PAUD 

8. Melakukan studi kelayakan terhadap pendirian dan 

penegerian satuan PAUD 

9. Menyalurkan Stimulan Pembiayaan Pendidikan bagi 

anak dari keluarga miskin ke rekening satuan PAUD 

swasta mitra. 

10. Memberikan dukungan BOSP daerah agar layanan 

dapat diakses seluruh anak. 

Satuan PAUD 1. Menyediakan layanan yang bermutu, inklusif, dan 

ramah anak. 

2. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada 

anak dan mendukung transisi ke Sekolah Dasar. 

3. Menguatkan kemitraan dengan orang tua melalui 

parenting dan komunikasi rutin. 

4. Mendukung integrasi layanan Holistik-Integratif 

serta melakukan pendataan dan sinkronisasi pada 

Dapodik. 

5. Menyalurkan Stimulan Pembiayaan Pendidikan 

sebagai pembayaran SPP anak penerima dan 

menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk 

kwitansi atau invoice kepada Dinas Pendidikan. 

6. Melakukan pendataan dan sinkronisasi pada 

Dapodik. 

Masyarakat dan 

Orang Tua 

1. Mendaftarkan anak usia 5–6 tahun ke satuan PAUD 

sebelum masuk SD/MI. 

2. Aktif Mengenalkan Pendidikan dan Mendaftarkan 

Anak Usia 3-6 Tahun Pada Layanan Pendidikan yang 

tersedia  

3. Mendukung kehadiran dan partisipasi anak secara 

rutin dalam kegiatan belajar. 
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Pemangku 

Kepentingan 
Peran, Tugas, dan Fungsi 

4. Menyelaraskan stimulasi kemampuan anak di 

rumah dan di sekolah. 

5. Menguatkan kemitraan rumah dan sekolah dalam 

pemenuhan kebutuhan esensial anak. 

Dunia Usaha, 

Perguruan Tinggi, 

dan Organisasi 

Profesi 

1. Dunia usaha berkontribusi melalui tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung sarana 

prasarana dan program layanan PAUD. 

2. Perguruan tinggi mendukung pengembangan mutu, 

pendampingan, dan penelitian layanan PAUD. 

3. Organisasi profesi (IGTKI, PKG, Himpaudi) 

mendukung peningkatan kompetensi pendidik dan 

penguatan komunitas belajar. 

 

C. Kelembagaan dan Koordinasi 

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dikoordinasikan oleh Tim 

Koordinasi Peningkatan Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini yang dibentuk 

dengan Keputusan tersendiri. Tim ini diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan 

Kota Surakarta dan dikoordinasikan secara teknis oleh Sekretaris Dinas 

Pendidikan, dengan anggota berasal dari Perangkat Daerah terkait, 

Kecamatan, dan pemangku kepentingan yang relevan. 

Tim Koordinasi bertugas menyelaraskan program dengan kondisi yang 

ada di lapangan, memastikan keterpaduan pembiayaan, memantau capaian 

sasaran, dan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Walikota. Rapat 

koordinasi diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam enam 

bulan, dengan agenda pembahasan capaian program, hambatan 

pelaksanaan, dan penyesuaian rencana pada tahun berjalan. 

Untuk menunjang kerja Tim Koordinasi, Dinas Pendidikan 

menyediakan sekretariat teknis yang bertugas mengelola data, menyusun 

bahan rapat, dan menindaklanjuti hasil rapat. Sekretariat teknis juga 

memfasilitasi komunikasi antar-anggota tim dan pemangku kepentingan lain 

agar informasi mengalir tepat waktu dan pengambilan keputusan berjalan 

efisien. 
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D. Pendampingan, Supervisi, Pemantauan, dan Evaluasi 

Kerangka pelaksanaan dijalankan melalui tahapan yang berurutan, 

yaitu perencanaan, sosialisasi, implementasi program, pemantauan dan 

evaluasi, serta penguatan keberlanjutan. Tahapan ini memastikan setiap 

program bergerak dari perencanaan menuju hasil yang terukur dan dapat 

dilanjutkan. 

1. Tingkat Satuan Pendidikan 

Pendampingan pada tingkat satuan dilakukan melalui supervisi 

akademik, pelatihan, dan penguatan komunitas belajar, serta melalui 

kegiatan Sambang PAUD yang merupakan bagian dari integrasi Program 

BOLO DIGDOYO yang dikembangkan Bunda PAUD Kota Surakarta. 

Pengawas dan penilik PAUD menyusun jadwal supervisi tahunan dan 

melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan. 

2. Tingkat Kelurahan 

Pemerintah kelurahan mendukung pendataan anak usia sasaran dan 

pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing, 

sehingga sasaran layanan dapat dikenali secara tepat dan penjangkauan 

berjalan efektif. Bunda PAUD Kelurahan berperan sebagai penghubung 

antara satuan, keluarga, dan pemerintah kelurahan. 

3. Tingkat Daerah 

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota melakukan koordinasi lintas 

sektor, pemantauan berkala, dan evaluasi capaian program sebagai dasar 

perbaikan pelaksanaan dari tahun ke tahun. Hasil pemantauan dan evaluasi 

menjadi bahan laporan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Keputusan 

Walikota ini, yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 

sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Peningkatan partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini merupakan 

langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak 

usia dini. Rencana Aksi Daerah ini menyatukan pembacaan kondisi dan 

permasalahan, strategi intervensi, target terukur, kebutuhan pembiayaan, 

serta mekanisme pengendalian ke dalam satu arah kebijakan yang utuh dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah memerlukan 

dukungan seluruh pemangku kepentingan melalui sinergi program, 

penguatan tata kelola, dan peningkatan mutu layanan. Peningkatan 

partisipasi bukan sekadar angka statistik, melainkan investasi peradaban 

bagi warga Kota Surakarta. Melalui sinergi pemerintah, keluarga, termasuk 

melalui peran Bunda PAUD dan Program BOLO DIGDOYO, serta masyarakat, 

diharapkan terwujud generasi usia dini yang kuat, berkarakter, dan berdaya. 

Rencana Aksi Daerah ini menjadi pedoman bersama dalam 

pelaksanaan strategi peningkatan partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini di 

Kota Surakarta Tahun 2026–2029, dan akan disesuaikan sepanjang 

diperlukan sesuai dinamika kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 
WALI KOTA SURAKARTA, 

ttd 

RESPATI ACHMAD ARDIANTO 
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